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Pajak merupakan salah satu bagian terbesar dari penerimaan Negara guna membiayal pembangunan guna
kesejahteraan rakyat. Peran pagjak dalam pembangunan terlihat dalam setiap proyek yang dilaksanakan
pemerintah selalu didengungkan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari dana pajak yang telah
dikumpulkan dari masyarakat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting
gunamembiayai penyelenggaraan pemerintah daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata
dan bertanggung jawab. Dengan demikian fungsi investasi pajak yang merupakan modal dari masyarakat
dan dikembalikan kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Ibukota
Jakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor pengendara wajib membayar pajak sesuai
dengan jenis kendaraan masing-masing kepada pemerintah daerah DK Jakarta. Ketentuan mengenai
besaran tarif serta mekanisme pembayaran dapat dilihat di dalam peraturan yang berbeda. Adapun aturan
hukum terkait dengan pajak kendaraan bermotor selalu berubah tiap tahunnya, mengikuti dinamika pasar
yang ada. Akibat rendahnya kesadaran warga DK Jakarta dlam membayar pajak membuat aparat penegak
memberikan “amnesty” kepada parawajib pajak, diantaranya pemotongan denda secara berkala. Penelitian
ini menjelaskan bagaimana konsepsi |ahirnya kebijakan pengampunan pajak, yang kemudian dianalisis
menurut teori Economic Analysis of Law. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah y uridis
normatif dengan pendekatan teoritis, yaitu dengan memaparkan konsepsi |ahirnya kebijakan pengampunan
pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa lahirnya kebijakan pengampunan pajak dimaksudkan untuk
mengoptimalkan penerimaan daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian, dengan dikeluarkannya
Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2019 tentang penghapusan sanksi administrasi perpajakan (sunset
policy) atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pemutihan oleh Pemerintah Provins DK Jakarta.
Kebijakan pengampunan pajak merupakan pilihan terbaik saat itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan
oleh pemerintah, dan solusi yang paling menguntungkan bagi semua pihak, sesuai dengan konsep dasar teori
Economic Analysis of Law, yaitu maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiens

...... Tax is one of the biggest instrument of the government’sincome which is used for increasing
development in order to make the citizen prosperous. The contribution of tax in development can bee seen
from every project held by government in which the government always states that every project is
conducted by using tax. Regency-tax (fee to use public facility) are one of important income source that can
be used for financing the operation of regency government to reach the wide, real, and responsible
autonomy. Therefore, the tax investment function which is the capital of the public and returned to the
public can be carried out properly. Based on DKI Jakarta Regulation Number 2 Of 2015 On Vehicle Tax,
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the rider obligate to pay taxes to the Government of DK Jakarta. All specifications are at different law
including the payment method. While the laws are changing year to year depending on market. As aresult
of low level of consciousness people paying taxes in DKI Jakarta makes governor have amnesty such asa
free fine to those paying taxes. This research explains how the concept of tax amnesty policy, which has
been analyzed according to theory of Economic Analysis of Law. The methodology that used in this paper is
juridical normative with theoretical approach, which is describing the concept of tax amnesty policy which
then analyzed based on legal theory. This paper concludes that the establishment of tax amnesty policy is
intended to optimize state revenue and increase economic growth, with the realease Governor Regulation
Number 90 of 2019 concerning the elimination of tax administration sanctions (sunset policy) or better
known to the public by bleaching by The Provincia Government of DKI Jakarta. The tax amnesty policy is
the best option at the time to achieve the objectives expected by the Government and the most favorable
solution for all parties, in accordance with the fundamental concept of Economic Analysis of Law theory,
which is maximization, equilibrium, and efficiency.



